


 

PENGANTAR 

 

 Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap 

instansi atau lembaga pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan indikator 

kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. 

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat 

mengetahui kinerjanya, selain itu indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan 

kinerja untuk ke depannya. Sehingga dapat mencapai tujuan, sasaran, dan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya. Akhirnya instansi/lembaga dapat melakukan 

perencanaan jangka menengah yang tepat. 

Tujuan penetapan indikator kinerja utama antara lain adalah :  

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Adapun manfaat atau kegunaan indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai 

bagian dari perencanaan menengah, sebagai alat untuk memantau dan 

mengendalikan kinerja dan membantu instansi pemerintah dalam melakukan 

evaluasi kinerja serta membantu dalam mengukur akuntabilitas. 

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama : 

- Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil 

(result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai. 

- Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin 

dapat digunakan. 

- Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat 

dalam daftar awal indikator kinerja 

- Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama 

 



Karakteristik Indikator Kinerja Utama : 

 Spesifik 

 Dapat Dicapai 

 Relevan: 

 Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur 

 Dapat dikuantifikasi dan diukur 

 

Penggunaan Indikator Kinerja Utama :  

 Perencanaan Jangka Menengah 

 Perencanaan Tahunan 

 Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja 

 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

 Evaluasi Kinerja 

 Pemantauan dan pengendalian Kinerja 

 

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu : 

- Indikator Input : gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk 

menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan) 

- Indikator Process : gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan 

dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap 

jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar). 

- Indikator Output : gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa 

yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi) 

- Indikator Outcome : gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari 

barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, 

peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan 

efektivitas, dan peningkatan pendapatan) 

- Indikator Dampak : gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung 

dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada 

tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate. 
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1. NAMA UNIT ORGANISASI           : BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

2. TUGAS              : 1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. 

  2. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
 

3      FUNGSI                     : 1. Penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan; 

 2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan 

 3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 

 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 

 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

 6. Pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

4.     INDIKATOR KINERJA UTAMA  : Proporsi Program Pembangunan Daerah yang Sinergi Antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/ Kota (%) 

 

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN   INDIKATOR SASARAN SATUAN ALASAN SUMBER DATA CARA PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Terwujudnya 

birokrasi yang 

efektif dan efisien 

Nilai akuntabilitas 

kinerja Provinsi 

(SAKIP Provinsi) 

1. Terwujudnya 

Konsistensi dokumen 

perencanaan Provinsi 

dengan dokumen 

perencanaan Nasional 

dan Kabupaten/Kota 

Proporsi rencana program 

pengembangan daerah yang 

sinergi antara Provinsi, 

Nasional dan Kabupaten/Kota 

% 

Mengukur keselarasan program 

prioritas yang sinergi antar 

dokumen perencanaan Pemerintah 

Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota  

RPJMN, RKP, RPJPN, 

RPJPD, RPJMD Provinsi, 

RKPD Provinsi, RPJMD 

Kabupaten/Kota dan RKPD 

Kabupaten/Kota 

Persentase program kegiatan 

dalam Dokumen Perencanaan 

Provinsi (RPJMD dan RKPD) yang 

sesuai dengan Dokumen 

Perencanaan Pemerintah Nasional 

(RPJMN, RKP), Dokumen 

Perencanaan Pemerintah 

Kabupaten/Kota (RPJMD & RKPD) 

dan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah Provinsi (Rentra 

dan Renja) 
 

Kepala 

Bappeda 2. Terkendalinya capaian 

sasaran pembangunan 

daerah 

Persentase capaian sasaran 

pembanbgunan RPJMD 

Kalimantan Timur 

% Mengukur capaian sasaran 

pembangunan RJMD Kalimantan 

Timur, melalui realisasi sasaran 

pembangunan yang sebanding 

dengan target sasaran RPJMD 

Kalimantan Timur 

RPJMD dan RKPD Persentase realisasi indikator 

sasaran pembangunan RPJMD 

dibanding target indikator sasaran 

pembangunan RPJMP Kalimantan 

Timur 

3. Meningkatnya kualitas 

data dan informasi 

pembangunan daerah 

Persentase Target Kinerja 

Pembangunan yang Didukung 

Oleh Data 

% Mengukur kinerja pembangunan 

yang didukung oleh data melalui 

pengoptimalan penggunaan aplikasi 

yang terintegrasi dan pengoptimalan 

One Data One Map 

Aplikasi siData, SIPD, 

SIPPD, Tepra dan 

Geospasial, data sektoral 

dan spasial 

Persentase kinerja pembangunan 

yang didukung oleh data melalui 

pengoptimalan pembangunan 

aplikasi yang terintegrasi dan 

pengoptimalan One Data One Map 
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